
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2OI4

TENTANG

PEDOMAN DEPOSITO PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 193 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan bahwa uang milik Pemerintahan Daerah

yang sementara belum d.igunakan dapat didepositokan

dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah maka

untuk tertib administrasi penyimpanan uang dalam bentuk
d,eposito di Bank perlu mengatur pedoman deposito;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waiikota Langsa

tentang Pedoman Deposito Kota Langsa.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Koiusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

-* 3893);

q S) Unaang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO1 tentang Pembentukan
*'/ Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aILOI;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

5. UndanS .\



ffi urraang-Undang Nomor Tahurr 2OO4 tentang
Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik
Perbendah araar, Negara (Lembaran
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

."*.. tndonesia Nomor 4400);
" 7r.) U.tdang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas UndangrUndang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48aal

& Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

_.*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

i 9.,,iUndang-Undang Nomor ll Tahun 2006 tentang Pemerintahan
'--*' Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa6

Nomor 62, Tat*ahan Lembaran Negara Republik Indonesia

_*.- . Nomor 4633);
i'to.]unaang-undang Nomor 72 Tahun 2A11 tentang Pembentukan
'"'" ''' Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

..Republik Indonesia Nomor 5234\;

,. f 1,fundang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

,--*Nomor 5494);
i' l2.iPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran

--*...Negara Republik Indonesia Nomot 45781;

1"t3. P.raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
\* Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OAT tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OAT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738|;

15. Peratur^n (.



Menetapkan :

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Afi tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Ped,oman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17.Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang susunan

organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota dan sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota

Langsa Tahun 2008 Nomor 3);

18.Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan

Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun

2OAS Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota

Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun
Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi

dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan

Kota Langsa {Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);

19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaLtafl Daerah Kota

Langsa Tahun 2OO8 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN DEPOSITO

PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Pemerintah

Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang

terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerah Kota Langsa yarrg selanjutnya disingkat

Sekda Kota Langsa adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota da'lam

rangka penyelen #araan pemerintahan kota yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kota;

6. pendanatan (..



6. Pendapatan Kota adalah semua penerimaan Kota yang menjadi

Hak Kota dalam periode tahun anggaran tertentu;

7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat

berharga yang ditentukan oleh Bendahara umum Kota;

8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas

Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;

9. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Kepala

Dinas Pengeloiaan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa;

10. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dn menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.
1 L. Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank'

12. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara penyimpan dengan Bank'

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman deposito Kota dimaksudkan sebagai upaya untuk

menertibkan deposito Kota Langsa sehingga dapat menambah

pendapatan kota.

Pasal 3

Pedoman deposito Kota bertujuan :

a. untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan

kewajiban pihak-pihak yang terkait; dan

b. Untuk menjaga ketersediaan kas daerah dalam melakukan

pembayaran tagihan.

BAB III
DEPOSITO UANG MILIK DAERAH/KOTA

Pasal 4

uang milik Kota yang belum digunakan dapat didepositokan

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Kota Langsa.

Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

deposito berjangka Pendek.

(1)

t2l

Pasal 5 *



t1)

(2t

Pasal 5

Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayattzld.apatdilakukanpadaBankDaerahatauBank
pemerintah, baik konvensional maupun syariah dengan

memperhatikan saldo kas daerah.

Penempatan deposito pertama kali dan selanjutnya pada bank

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

ot"f, Kepala DPKA dengan persetujuan Walikota dengan

memperhatikan suku bunga dan/atau bagi hasil yang

menguntungkan daerah.

Pasal 6

Jasa deposito d.an/atau bagi hasil merupakan pendapatan

daerah yang langsung dipindahbukukan ke rekening kas

daerah.
pembukuan jasa deposito dan/atau bagi hasil sebagai

pendapatan Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

Apabila Pemerintah Kota Langsa memerlukan dana untuk
membiayai pengeluaran, maka Walikota dapat mencairkan

sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito

dengan membuat surat pencairan deposito'

Pasal 8

(1)

(21

Berdasarkan pemberitahuan
melakukan transfer sejumlah
Umum Daerah.

Kepala DPKA
setiap semester

tertulis dari Walikota, Bank segera

nominal dimaksud ke Rekening Kas

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

melaporkan pelaksanaan penempatan deposito

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah'

BAB VI .T



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengUndangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Jqnuari 2Q14 M

15 Rabiul AwaI 1435 H

6$^t,norA LAN cs,., I

al -u**AN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
oada tanseal 17 Januari 2Ol4 Mr - aa

15 Rabiul Awal 1435 H

KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OL4 NOMOR 439


